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ABSTRAK

Dewasa ini sering sekali kita menjumpai maupun mendengar dan melihat
banyak sekali kasus pelanggaran hukum maupun sengketa yang membawa anak-
anak sebagai korbannya. Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah
Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga resmi yang terbentuk atas Keputusan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan
Lembaga Perlindungan Anak. Sehingga setiap kasus yang menyangkut dan
membawa anak-anak sebagai korban, pelaku maupun saksi di daerah Istimewa
Yogyakarta ditangani dan didampingi oleh Yayasan Lembaga Perlindungan
Anak (YLPA) DIY. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan
pemasalahan yaitu: Bagaimana Bantuan Hukum terhadap Anak yang dilakukan
oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) di daerah Istimewa
Yogyakarta. Dan Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum
terhadap anak yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan anak Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini merupakan
penelitian lapangan (Field Research) yang sumbernya langsung dari penelitian
dan observasi di YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis maksudnya adalah analisis penelitian yang mengungkapkan
suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga
bersifat mengungkapkan fakta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa pelaksanaan Bantuan
Hukum terhadap anak oleh Yayasan Lembaga perlindungan anak (YLPA) Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai mediator dan kuasa hukum kasus-kasus mengenai
anak. Pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus yang ditangani Yayasan Lembaga
Perlindungan Anak daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan jalur litigasi
(putusan pengadilan) maupun non litigasi (perdamaian/kesepakatan). Selain itu
prosedur penyelesaian kasus juga selalu berpegang teguh pada undang-undang
Bantuan Hukum maupun Undang-undang Perlindungan Anak. Ada beberapa
kendala yang dialami YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelesaikan
perkara anak, antara lain: hambatan birokrasi, mahalnya biaya berperkara perdata,
Keterbatasan fasilitas dan biaya operasional, terlalu menutup diri oleh keluarga
korban maupun pelaku kepada YLPA, dan kurangnya pekerja di Yayasan
Lembaga perlindungan anak karena YLPA bersifat Yayasan Sosial.
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MOTTO

“Orang yang bodoh sebenarnya telah mati sebelum mati,
tetapi orang alim atau pandai mereka tetap hidup sepanjang

masa, sekalipun sudah mati”

-Ta’lim Muta’alim
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Anak adalah sebuah anugerah terindah dari Tuhan yang diberikan
kepada manusia dari akibat hidup secara berpasang-pasangan. Dari hal itu
barang siapa telah mendapatkan karunia berupa Kketurunan wajib
menjaganya karena dalam dirinya terdapat hak-hak asasi manusia yang
telah dijunjung tinggi dalam Undang-undang Dasar 1945 berupa hak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan
hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka
bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan
yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang
dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya
dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan
berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan
agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (lost

generation).?

! Undang-undang Dasar 1945 Perubahan kedua Pasal 28 B (2)

2 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nusantara, 2006), him. 18



Adapun dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah
masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap
anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan serta mendapat hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.?
Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu :*

1. Terjamin dan terpenuhnya hak-hak anak.
2. Terpenuhnya harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum bagi anak oleh

keluarga, dan masyarakat sekitar.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus
keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi
pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi
perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban
tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan

dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih

% Ketentuan Umum Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal 1 (2)

* Bambang Waluyo, Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi), (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), him. 70



sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi
kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana

perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.’

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak
merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak
Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur,
tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang

selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.®

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat
diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak
hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan
yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum
yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat
yang ditimbulkannya. Ketidak adilan hukum inilah yang disebut-sebut
dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban

suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.’

Dari segi pemerintah, upaya yang belum dapat diberikan secara

maksimal adalah kurangnya partisipasi dan sosialisasi tentang keberadaan

® Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997),
him.103- 104

® Wagita Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), him. 67

" Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual, (Bandung: PT. Refika Aditama , 2001), him. 81



Undang-undang Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan
anak seperti YLPA (Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) kepada
masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham tentang isi  dari

Undang-undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa
Yogyakarta merupakann lembaga resmi yang terbentuk atas Keputusan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang
pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Sehingga setiap kasus yang
menyangkut dan membawa anak-anak sebagai korban, pelaku maupun
saksi di daerah Istimewa Yogyakarta ditangani dan didampingi oleh
Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY. Begitu banyak
masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, dalam keadaan kemampuan
negara yang terbatas dalam merespon permasalahan yang terjadi. Karena
itu hubungan sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi suatu
kebutuhan untuk kita wujudkan bersama sehingga kesejahteraan dan

perlindungan anak menjadi sistem yang melembaga.

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa
Yogyakarta merupakan lembaga sosial yang berkiprah menangani,
melindungi anak dari segala permasalahan yang menimpa mereka,
seperti masalah yang menyangkut hak-hak anak. Lembaga ini didirikan

sebagai wujud kepedulian terhadap kasus-kasus yang terjadi pada anak.



Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa
Yogyakarta memberikan layanan kepada masyarakat yang
membutuhkan dengan membuat serangkaian program kegiatan. Salah
satu upaya yang dilakukan adalah penanganan kasus terhadap anak
dalam keluarga, diantara kegiatan yang dilakukan guna mengatasi kasus
tersebut yaitu: investigasi dan advokasi, pendampingan korban, keluarga
korban, masyarakat, litigasi, pendampingan selama proses kepolisian,

kejaksaan, serta penanganan kasus.

Di YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta banyak sekali laporan
permintaan bantuan hukum maupun pendampingan perkara perdata yang
membawa anak sebagai korbannya, mereka perlu mendapat bantuan
hukum. Tercatat lebih dari 100 kasus yang masuk ke YLPA Daerah
Istimewa Yogyakarta selama tahun 2013.

Dengan demikian bantuan hukum pada anak sudah selayaknya
mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimanapun anak-anak ini
adalah masa depan suatu bangsa. Dari uraian diatas maka penyusun
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Bantuan Hukum
Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA)
Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan

Anak”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan
diatas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana bantuan hukum terhadap Anak yang dilakukan oleh
Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum terhadap
anak yang dilakukan olen Yayasan Lembaga Perlindungan anak

Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi faktor penghambat atau
kendala-kendala dalam praktik pelaksanaan bantuan hukum yang
dilakukan Yayasan Perlindungan Anak Daerah Istimewa
Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui dan memahami kinerja dan peran YLPA
(YYayasan Perlindungan Anak) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
bantuan hukum, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-undang
Perlindungan Anak dalam mengimplementasikan Undang Undang

yang berlaku.



c. Untuk mengetahui bagaimana YLPA (Yayasan Perlindungan
Anak) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan
Undang-undang Perlindungan Anak dalam upaya bantuan hukum
terhadap anak di Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan
sumbangsih ilmiah terhadap ilmu hukum, khususnya
pemahaman teoritis tentang bantuan hukum terhadap anak.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
rekomendasi dalam rangka pembaruan baik dalam acara
maupun substansi Undang-undang Perlindungan Anak, dan
untuk kepentingan referensi bantuan hukum terhadap anak baik
di Pengadilan, LSM, maupun Yayasan Lembaga Perlindungan

Anak itu sendiri.

b. Kegunaan Praktis
Diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi
sumbangan bagi masyarakat maupun instansi yang terkait
dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak sesuali
Undang-undang yang berlaku serta membentuk Undang-
undang dalam menyusun rancangan hukum acara yang baru,

khususnya yang berkaitan dengan Acara bantuan hukum

terhadap anak.



D. Tinjauan Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan
sebagaimana yang diungkapkan di atas, serta menguatkan proses
penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil
penelitian terdahulu yang membahas tentang bntuan hukum dan

perlindungan anak, referensi tersebut antara lain :

Dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak
Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak”  yang membahas mengenai
perlindungan anak dan hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh negara
terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak.® Sedangkan
dalam skripsi ini membahas tentang bantuan hukum terhadap anak oleh
Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Kemudian dalam Skripsi oleh Arifah Fakultas Syari’ah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang
berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan
Seksual (studi kasus di polda DIY)”, skripsi ini membahas bagaimana
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dan

hambatan perlindungan bagi korban pelecehan seksual.® Sedangkan dalam

8 Akhmad Nurul Khakam, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Lembaga
Pemasyarakatan Anak”, Skripsi, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

% Arifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (studi
kasus di polda DIY)”, Skripsi, Yogyakarta, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013



skripsi ini membahas semua perlindungan anak dan bantuan hukumnya
dalam semua kasus yang bersangkutan dengan anak.

Kemudian dalam skripsi oleh Lilik Herawan Fakultas Hukum
Janabadra yang berjudul “Relevansi Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak di Dalam Masyarakat”. SKripsi ini
membahas analisa bagaimana undang-undang perlindungan anak berlaku
di masyarakat sedangkan dalam skripsi ini membahas bagaimana YLPA

DIY dalam mengimplikasikan Undang-undang tersebut.™

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Erma Setyowati
Soemitro yag berjudul “Pengangkatan Anak Dalam Rangka Perlindungan
Anak Di Kabupaten Semarang Dan Kota Madya Semarang” membahas
upaya perlindungan anak dengan cara mengangkat anak dan sejauh mana
lembaga adopsi mewujudkan kesejahteraan anak. ! Sedangkan dalam
skripsi ini membahas bantuan hukum dan perlindungan anak di Daerah
Istimewa Yogyakarta dan bagaimana upaya perlindungan anak oleh

Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

Vani dalam skripsinya “Tinjauan Tentang Pelaksanaan
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

0 Lilik Herawan, “Relevansi Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak di Dalam Masyarakat”, Skripsi, Yogyakarta, Janabadra, 2008

" Erma Setyowati Soemitro, Pengangkatn Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak Di
Kabupaten Semarang Dan Kota Madya Semarang, Semarang, 1985
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Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” membahas tentang
bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan pencabulan
menurut Undang-undang Perlindungan Anak.*? Sedangkan dalam skripsi
ini membahas bantuan hukum terhadap anak dalam kasus apapun yang
anak sebagai pelaku maupun korbannya menurut Hukum Perlindungan
Anak.

Sejauh ini yang peneliti ketahui, penelitian tentang Bantuan
Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak
(YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum

Perlindungan Anak ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain.

E. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah jasa hukum vyang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima
Bantuan Hukum, Penerima bantuan Hukum adalah orang atau
kelompok orang miskin yang yang tidak dapat memenuhi hak dasar

secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.*®

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak

(subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan

2 vani “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi, Surakarta, Uns, 2012

13 pasal 1 Undang-undang No 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum
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berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung
selama dia hidup. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 KUH
Perdata Indonesia ‘“anak yang ada dalam kandungan seorang
perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan  bilamana  juga
kepentingan si anak menghendakinya, mati sewaktu dilahirkannya

dianggap ia tidak pernah telah ada”.*

Tujuan bantuan hukum itu sendiri untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan
partisipasi secara  optimal sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

berakhlak mulia dan sejahtera.

Dalam Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: “Anak yang ada
dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah
dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”.!® Jadi setiap
orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan
lahirnya harus hidup. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan
anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar
dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

¥ Subekti dan Tjitro Sudibyo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1996), him. 4

1> pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman.
Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang
dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan,
perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak

yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian terpenting dari seluruh proses
pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anaklah sesungguhnya
karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi
otak maupun emosionalnya. Berkualitas atau tidaknya seseorang di
masa dewasa sangat dipengaruhi oleh proses pengasuhan dan
pendidikan yang diterima di masa kanak-kanaknya. Dengan kata lain,
kondisi seseorang di masa dewasa adalah merupakan hasil dari proses
pertumbuhan yang diterima di masa anak-anak. Adapun faktor-faktor
dominan yang mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan anak
adalah orang tua, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut

merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
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Di Indonesia sendiri pengertian anak beserta umurnya diatur
menurut bidang hukum masing-masing dan juga terdapat dalam
penggunaan berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini dapat dilihat
pengertian anak beserta batasan umur menurut ketentuan hukum
terdapat perbedaan tolok ukur. Batasan usia dewasa merupakan hal
penting untuk menentukan ada  tidaknya  tanggung jawab
seseorang. Dalam  melakukan suatu perbuatan. Kenyataannya,
dewasa ini batasan usia masih merupakan permasalahan yang belum

mendapat pemecahan final.

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari

berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Menurut KUH Perdata batas kedewasaan anak diatur
dalam Buku | bab kelima belas bagaian kesatu yang terdapat
dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua
puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.'® Dari
pernyataan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak
menurut KUHPerdata yaitu seseorang yang usianya belum
mencapai dua puluh satu tahun atau belum pernah kawin sebelum

mencapai usia dua puluh satu tahun. Dari  pernyataan

18 pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata
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selanjutnya dalam Pasal 330 KUH Perdata tersebut dapat
disimpulkan bahwa seseorang yang telah kawin sebelum usia
dua puluh satu tahun dan kemudian perkawinannya itu bubar
sebelum usianya mencapai satu tahun pula, maka ia tidak dapat
kembali pada satu “anak”.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Didalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam
menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena
melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim
dapat memutuskan : memerintahkan supaya yang bersalah
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,
tanpa dipidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah
diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.
Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan
bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Konvensi Hak Anak

Anak adalah dibatasi pada usia sebelum 18 tahun,
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 berikut : “setiap orang
yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-
undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa

dicapai lebih awal” Begitu juga menurut Undang-undang
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Perlindungan Anak (UUPA) pasal 1. Berdasarkan batasan
tersebut, kewajiban orang tua mengasuh dan mendidik anak-
anaknya sampai dengan mereka berusia 18 tahun. Setelah usia
tersebut diasumsikan bahwa anak sudah menjadi dewasa, sehingga
tidak lagi menjadi tanggungan orang tua, meskipun secara
ekonomi dan psikis seringkali masih bergantung pada orang
tuanya karena kedewasaannya belum matang.

Anak Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Undang-
undang Perkawinan)

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
tidak memberikan definisi yang tegas mengenai anak. Setidaknya
terdapat dua pasal yang dapat Kkita analisis untuk mencari
batasan mengenai anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
mengemukakan : “Untuk melangsungkan perkawinan, seorang
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus
mendapat izin kedua orangtua”.

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974
mengemukakan : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979,
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merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam
keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk
tumbuh dan berkembang secara wajar.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan
kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan
kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara
yang baik dan berguna.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan,
baik  semasa dalam kandungan maupun sesudah
dilahirkan.

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan
hidup yang dapat membahayakan atau menghambat

pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

3. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang

bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan

kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan

kepentingannya dan hak asasinya.'’

4. Hukum yang mengatur perlindungan anak

a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

18

7 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), him.
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Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan
untuk mencegah, merehabilitasi dan memperdayakan anak yang
mengalami tindakan  perlakuan  salah,  eksploitasi  dan
penelantaran  agar  dapat menjamin kelangsungan hidup dan
tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun
sosialnya.®®

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak dijelaskan mengenai perlindungan anak yang
terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Daerah Istimewa Yogyakarta
Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Dijalanan

Perlindungan adalah segala tindakan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan
martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi,
eksploitasi dan kekerasan melalui serangkaian upaya sehingga

anak tertuntaskan dari kehidupan jalan.*®

'8 Sholeh Soeaidy, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka
Mandiri , 2001), him. 4

' Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011 Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1(3)
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F. Metode Penelitian
1. Sumber data
Data dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang
diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka, yang biasa
disebut data primer dan skunder.?

1) Data primer yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari
sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan
dalam bentuk dokumen tidak resmi yakni Yayasan Lembaga
Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data
sekunder tersebut dibagi menjadi :

a. Bahan hukum primer merupakan Undang-undang maupun
peraturan hukum lainnya, seperti

1. Undang-undang Dasar 1945

2. Kitab Udang-undang Hukum Perdata.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang bantuan
Hukum.

4. SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum.

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

0 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ui Press, 2005), him. 11
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6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak.

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.

9. Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Adopsi.

10. Konvensi Hak Anak Yang Diratifikasi Pada Tahun
1990.

b. Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku dan tulisan-
tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian
ini.

c. Bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan penjelasan
mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder
yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar,
internet dan sebagainya.”*

2. Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pelitian ini meliputi
a. Metode interview yang digunakan vyakni interview bebas
terpimpin, yakni penelitian dalam menginterview bebas melakukan

wawancara namun berpijak pada pedoman yang akan ditanyakan.?

2! Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), him. 106

22 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), him. 228
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b. Studi dokumen ini akan penyusun ambilkan dari struktur
organisasi, formulir-formulir, dan bahan-bahan yang berkaitan
dengan penelitian ini.

3. Analisis data
Adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah
dibaca dan diinterprestasikan. 2 Penyusun dengan metode analisis
deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu
data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.?* Seluruh
data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode
deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana
pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Anak oleh Yayasan Lembaga
Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif

Hukum Perlindungan Anak.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini penyusun susun
dalam lima bab sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling

mengikat. Adapun isi BAB | sampai BAB V yaitu

2 Masri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta:LP3ES,
1989). him. 263

% Winarno Surachman, Pengantar Penelitian llmiah: Dasar Metode, Dan Teknik, ,
(Bandung : Tarsito, 1990), him. 139
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BAB |, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II, berisi tinjauan tentang bantuan hukum perlindungan anak
dalam perspektif Hukum Perlindungan Anak. tinjauan tentang bantuan
hukum, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang perlindungan anak, dan
tinjauan Hukum Perlindungan Anak.

BAB IlI, berisi tentang YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta dan
program bantuan hukum terhadap anak yang dilakukan oleh Yayasan
Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB 1V, berisi tentang hasil penelitian yang sekaligus menjawab
permasalahan yang melatarbelakangi penelitin ini diadakan yaitu tentang
Bantuan Hukum Terhadap Anak Di YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak.

BAB V, berisi tentang kesimpulan yang merupakan inti dari
penelitian serta saran saran sebagai masukan bagi semua pihak yang

terkait dengan proses penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bantuan hukum terhadap anak yang telah
dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana dalam hal ini YLPA
menjadi mediator terkait perebutan hak asuh anak yaitu pasal
41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kuasa hukum
perkara perceraian dan memperjuangkan hak-hak anak pasal
105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Perlindungan Anak
Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 sesuai dengan
hak-hak nya.

2. Faktor-faktor vyang menjadi kendala dalam praktik
Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Dialami oleh Yayasan
Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta
dalam mengimplementasikan perundang-undangan yang
berlaku yaitu:

a. Korban cenderung menutup diri.

b. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang

masalah-masalah perlindungan terhadap hak-hak anak.
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c. Terbatasnya fasilitas crisis centre/ trauma center bagi anak.

d. Mahalnya biaya berperkara perdata.

e. Anggapan masyarakat bahwa permasalahan anak melalui jalur
hukum hanya akan berpengaruh terhadap nama baiknya.

f. Kurangnya fasilitas yang memadai yang dimiliki oleh YLPA.

g. Keterbatasan dan biaya operasional.

h. YLPA DIY belum mempunyai pemeriksaan psikologis dan
hukum sendiri.

B. Saran
Dari penelitian yang dilakukan, yakni dengan judul perlindungan
hukum terhadap anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA)

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif hukum perlindungan anak.

Maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan

perlindungan hukum terhadap anak di masa yang akan datang agar sesuai

dengan keinginan dan sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak,
hendaknya YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. YLPA harus berusaha memberi pengertian dan pemahaman terhadap
korban agar mau terbuka dalam mengutarakan peristiwa yang sudah
dialaminya dan meyakinkan korban bahwa korban dalam keadaan
aman sehingga tidak perlu ketakutan melalui sosialisasi yang lebih

gencar lagi.
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2. YLPA harus melakukan pendekatan-pendekatan kepada aparat
penegak hukum agar tidak terjadi miss komunikasi antara YLPA
dengan aparat penegak hukum dalam setiap perkara yang ditangani.

3. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya
mempertimbangkan untuk menambah biaya operasional untuk YLPA
karena YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mengalami
keterbatasan baik fasilitas maupun biaya operasional, karena semakin
meningkatnya peran dan aktivitas YLPA Daerah Istimewa Yogyakarta
juga memerlukan dukungan fasilitas yang memadai dari pemerintah
provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. YLPA harus bekerja sama dengan LSM dan pihak lain yang terkait

untuk membuat Trauma Crisis Centre.
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